
WALIKOTA BLITAR 

PERATURAN WALIKOTA BLITAR 

NOMOR  7  TAHUN 2014 

 

TENTANG 

 

KODE ETIK APARAT PENGAWASAN INTERN PEMERINTAH 

PADA INSPEKTORAT DAERAH KOTA BLITAR 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

WALIKOTA  BLITAR, 

  

Menimbang    : a. bahwa pengawasan intern pemerintah merupakan salah satu 

unsur manajemen Pemerintah yang penting dalam rangka 

mewujudkan kepemerintahan yang baik ; 

b. bahwa dalam rangka mewujudkan kepemerintahan yang baik, 

berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab 

diperlukan adanya pengawasan oleh Aparat Pengawasan 

Intern Pemerintah (APIP) yang berkualitas dan professional ; 

c. bahwa dalam rangka mewujudkan adanya pengawasan oleh 

Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) yang berkualitas 

dan profesional diperlukan suatu budaya etis dalam profesi 

Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) ; 

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 

pada huruf a, huruf b dan huruf c, maka dipandang perlu 

menetapkan Peraturan Walikota Blitar tentang Kode Etik 

Aparat Pengawasan Intern Pemerintah Pada Inspektorat 

Daerah Kota Blitar ; 

 

Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang 

Pembentukan Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Provinsi 

Jawa Timur/Tengah/Barat ; 

  2. Undang – Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang 

Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, 

Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 3851); 
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  3. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 

Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4286) ; 

  4. Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor  5, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4355) ; 

  5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan 

Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 

66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4400) ; 

  6. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah 

beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang 12 

Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 

Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 

59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844); 

  7. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 

Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan 

Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4438); 

  8. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) ; 

  9. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1982 tentang 

Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II 

Blitar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 

Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 3243) ; 
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  10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 

  11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang 

Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4594); 

  12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang 

Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 

25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4614); 

  13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang 

Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, 

Pemerintahan Daerah Provinsi, Pemerintahan Daerah 

Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4737); 

 

  14. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang 

Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4741); 

  15. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem 

Pengendalian Intern Pemerintah Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4890); 

  16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 

tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah 

sebagaimana telah beberapa diubah dengan Peraturan 

Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang 

Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri 

Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan 

Keuangan Daerah ; 

  17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 

tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas 

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sebagaimana telah 
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diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 

Tahun 2009 ; 

  18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2007 

tentang Norma Pengawasan dan Kode Etik Pejabat Pengawas 

Pemerintah; 

  19. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara 

Nomor : PER/04/M.PAN/03/2008 tentang Kode Etik Aparat 

Pengawasan Intern Pemerintah ; 

  20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2013  

tentang Kebijakan Pengawasan di Lingkungan Kementerian 

Dalam Negeri dan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah 

Tahun 2014; 

  21. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 18 Tahun 2007  tentang 

Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah; 

  22. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 6 Tahun 2008 tentang  

Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan 

Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kota 

Blitar sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Daerah 

Kota Blitar Nomor 4 Tahun 2010 ; 

  23. Peraturan Walikota Blitar Nomor 27 Tahun 2008 tentang 

Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Inspektorat Daerah Kota 

Blitar ; 

  MEMUTUSKAN : 

    

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG KODE ETIK APARAT 

PENGAWASAN INTERN PEMERINTAH PADA INSPEKTORAT 

DAERAH KOTA BLITAR. 

  Pasal 1 

  Kode Etik Aparat Pengawasan Intern Pemerintah pada 

Inspektorat Daerah Kota Blitar sebagaimana tercantum dalam 

Lampiran Peraturan Walikota ini. 

  Pasal 2  

  Kode Etik Aparat Pengawasan Intern Pemerintah pada 

Inspektorat Daerah Kota Blitar sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 1,  wajib dipergunakan sebagai acuan untuk mencegah 

terjadinya tingkah laku yang tidak etis sehingga terwujud 

pengawas yang kredibel dengan kinerja yang optimal dalam 

pelaksanaan pengawasan. 
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  Pasal 3 

  Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 

pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya 

dalam Berita Daerah Kota Blitar. 

 

 

Ditetapkan di Blitar 

pada tanggal 10 Januari 2014     

WALIKOTA BLITAR, 
  

Ttd.  

 
MUH. SAMANHUDI ANWAR 

 

Diundangkan di Blitar 

pada tanggal 10 Januari 2014 

SEKRETARIS DAERAH KOTA BLITAR 

                           Ttd. 

                       Ichwanto 

 
BERITA DAERAH KOTA BLITAR TAHUN 2014 NOMOR 7 

 

       Salinan sesuai dengan aslinya 

SEKRETARIAT DAERAH KOTA BLITAR 
            Kepala Bagian Hukum  
 

 

                   Hardiyanto 
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LAMPIRAN II   : PERATURAN WALIKOTA BLITAR 

NOMOR : 1 TAHUN 2011 

TANGGAL  : 10 JANUARI 2011 

 

 
 

 
HUBUNGAN KERJA 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

SKPD 

 

1. Membuat dan 

menyampaikan 

daftar paket 

pekerjaan/kegiatan 

dengan nilai 

pengadaan 

barang/pekerjaan 

kontruksi/jasa 

lainya di atas Rp. 

200 juta dan 

pengadaan Jasa 

Konsultansi di atas 

Rp. 50 juta yang 

akan dilelang 

berikut Dokumen 

Administrasi, 

Teknis dan HPS 

kepada Sekretariat 

ULP 

2. Menanda tangani 

surat penunjukan 

penyedia 

barang/jasa dan 

surat 

perjanjian/kontrak 

dengan pemenang 

lelang yang 

diproses oleh ULP 

SEKRETARIAT 

ULP 
 

1. Menerima daftar 

paket 

pekerjaan/kegiatan 

dengan nilai 

pengadaan 

barang/pekerjaan 

konstruksi/jasa 

lainnya diatas Rp. 

200juta dan 

pengadaan jasa 

Konsultansi diatas 

Rp. 50 juta yang 

akan dilelang 

berikut dokumen 

administrasi, teknis 

dan HPS dari 

SKPD. 

2. Memilah dan 

mendistribusikan 

kegiatan tersebut 

kepada seluruh 

Pokja. 

3. Menyampaikan 

hasil lelang dan 

data dukung 

kepada SKPD 

KELOMPOK 

KERJA/ PANITIA 

PENGADAAN 

 

1. Melakukan proses 

pemilihan 

penyedia  

barang/jasa sesuai 

Perpres No. 54 

Tahun 2010 

sebagaimana telah 

dirubah Perpres 

70 Tahun 2012 

2. Menyampaikan 

hasil lelang dan 

data dukung 

kepada SKPD 

melalui 

Sekretariat ULP. 
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 ttd 
 

 
 WALIKOTA 

BLITAR 
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LAMPIRAN III   : PERATURAN WALIKOTA BLITAR 

NOMOR : 1 TAHUN 2011 

TANGGAL  : 10 JANUARI 2011 

 

 

MEKANISME DAN PROSEDUR PENGADAAN BARANG/JASA 
 

SKPD UNIT LAYANAN PENGADAAN 
PENYEDIA 

BARANG PA KPA/PPK Sekretaris/Ketua 
Kelompok 

Kerja 
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YA 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

TIDAK 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

TIDAK 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

               YA 

 
 
 

 
 

 
TIDAK 
 

 
 

 
 
 

 
 

Menyusun 
perencanaan 
pengadaan 

barang/jasa dan 
menetapkan paket-

paket pekerjaan 
disertai dengan 

Dokumen 
Administrasi, Teknis 

dan HPS 
Permohonan 

Pengadaan barang/jasa. 

Dengan menyampaikan 

paket-paket yang akan 

dilelangkan, disertai 

dengan Dokumen 

Administrasi, Teknis dan 

HPS 

Menyampaikan 

paket-paket yang 

akan dilelangkan, 

disertai dengan 

Dokumen 

Administrasi, Teknis 

dan HPS 

Menyusun jadwal 
pelaksanaan dan 

metode pelelangan 
dan Dokumen 

Pemilihan 

Pengumuman 

Pendaftaran, 
Pengambilan Dokumen 

Pelaksanaan 
pelelangan 

Penetapan 
pemenang 

Pengumuman 

Pemenang 

Menyampaikan hasil 
lelang dilengkapi 
dengan copy berkas 
penawaran dan 
berkas proses lelang 

Menjawab 
sanggahan 

Ada 
Sanggahan ? 

Mengirim 
sanggahan 

Proses 
 sanggahan 

selesai ? 

Sanggahan 
banding 

Penunjukan 
penyedia 

Barang/Jasa 

Menjawab Sanggah 
Banding 

Membantu menjawab 
sanggah banding 

Kontrak 

Membantu menjawab 
sanggah banding 

Start 

End 
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   D 
   A 

   K 
 

 
 

YA 

 

 
 

 
 

 

YA 
 

 
 

 
 
 

 
 

  

 ttd 

Sanggah 
banding diterima? 

Proses awal 
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